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Abstrak

Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang di buat tanpa di sah kan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan adalah tidak sah, sehingga untuk menjadi sahnya perjanjian perkawinan tersebut
harus disahkan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan masalah yaitu tentang keabsahan perjanjian
perkawinan tersebut, walaupun perjanjian perkawinan telah di buat berdasarkan ketentuan hukum akan
tetapi tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan akankah perjanjian perkawinan tersebut dapat
dikatakan sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian perkawinan
berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian
perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan, dan untuk mengetahui akibat
hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan. Berdasarkan
hasil penelitian dipahami bahwa Proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum
yang berlaku di Indonesia, pasangan suami yang telah membuat perjanjian perkawinan membawa
persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran (foto copy KTP-el; foto copy KK, foto copy
akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya; kutipan akta
perkawinan suami dan isteri) ke KUA bagi Muslim dan Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian oleh
pejabat yang berwenang membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta nikah
sebagaimana format pada lampiran Il. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan
pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua
belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk
pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian
perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Serta
ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan
yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan seharusnya dibuat
dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan itikad baik para pihak; (c) Perjanjian
perkawinian wajib dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.

Kata kunci: Kepastian hukum, Perjanjian perkawinan, Kantor
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1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia,
perseorangan, maupun kelompok. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan
adalah akad yang sangat kuat (mistagan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan jalan yang sah pergaulan laki-laki dan
perempuan terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk
yang terhormat.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan di dalam Pasal 29 yang
berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh
pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut,

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,
agama dan kesusilaan,

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak
merugikan pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan ini merupakan perjanjian pemisahan harta perkawinan secara
bulat. Segala harta bawaaan yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung oleh masing-
masing pihak, akan tetap menjadi milik dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak,
demikian pula dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung akan
menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak. Perjanjian Perkawinan ini tidak hanya
memuat mengenai pemisahan harta benda perkawinan, namun memuat pula mengenai
pemisahan untung rugi.

Para pihak akan bertanggung jawab masing-masing sepenuhnya terhadap segala utang
yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung, sehingga apabila salah satu
pihak dianggap pailit karena tidak mampu memenuhi kewajibannya melunasi segala utang,
maka harta pihak lainnya dalam Perjanjian Perkawinan tersebut tidak akan terusik dan akan
tetap aman. Hal ini tentunya memberi perlindungan bagi para pihak akan terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung, dan di dalam menjalankan perkawinan
terjadi dimungkinkan terjadinya konflik rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya
perceraian, maka status tentang perjanjian perkawinan yang telah di buat akan tetapi belum
di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sangatlah penting. Dengan begitu muncul
permasalahan yaitu tentang keabsahan perjanjian perkawinan apabila tidak di sahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan.

Masyarakat akan berfikir bahwa perjanjian perkawinan yang di buat tanpa di sah kan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan adalah tidak sah, sehingga untuk menjadi sahnya perjanjian
perkawinan tersebut harus disahkan terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan masalah yaitu
tentang keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, walaupun perjanjian perkawinan telah di
buat berdasarkan ketentuan hukum akan tetapi tidak disahkan oleh pegawai pencatat
perkawinan akankah perjanjian perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Keabsahan suatu
perjanjian perkawinan sangatlah penting karena untuk mengetahui akibat hukum terhadap
para pihak termasuk pihak ketiga, yaitu tentang kekuatan perjanjian perkawinan yang telah di
buat apakah memiliki kekauatan hukum bagi para pihak yang terkait.

2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut,
peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba
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untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai
berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach);

b. Pendekatan kasus (case approach);

c. Pendekatan historis (historical approach);

d. Pendekatan perbandingan (comparative approach); dan

e. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue
approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hal ini dikarenakan penulis
menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena
sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri comprehensive, all inclusive
dan systematic

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaaan sesuatu
mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjannya norma hukum
pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini
menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-
mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil
kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunkan dalam penelitian kali ini adalah:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Al-Hadist (Sunnah
Rasul). Data dar Al-Quran yang digunakan adalah (QS. Al-Bagarah ayat 232). Data
yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuaan.

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen resmi,
publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
hukum resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buka yang terkait tentang
masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum
atau kamus ensikolpedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan
maksud atau istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sekunder maka alat pengumpul data
yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (library
research) yang dilakukan dengan dua cara:

a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan dengan cara berkunjung ketoko-
toko buku, keperpustakaan perguruaan tinggi baik itu perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perguruan tinggi lainnya, serta
perpustakaan daerah guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.

b. Online; vyaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara
searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan
dalam penelitian ini.

Penulis dalam penelitian melakukan studi kepustakaan (library research) baik itu
dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan artikel-artikel yang terpercaya
dan juga dilakukan dengan cara browsing melalui media internet kemudian data tersebut akan
dijadikan sebagai dasar pedoman dan acuan dalam menganalisis suatu permasalahan dalam
penelitian ini. Tentunya dari tindakan menganalisis tersebut, metode yang digunakan penulis
ialah metode analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan
secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku Di

Indonesia
Perjanjian perkawinan belum begitu biasa di masyarakat namun apabila diteliti dan dikaji

sebenarnya terdapat manfaat yang baik dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Seperti

yang kita ketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas percampuran
bulat (Algehele Gemeenschap Van Goederen) yang berarti bahwa kekayaan yang dibawa ke
dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu. Dengan kata lain semua harta yang dimiliki oleh
suami sebelum dia kawin dan semua harta yang dimiliki oleh istri sebelum dia kawin otomatis
akan menjadi harta bersama ketika mereka telah melakukan perkawinan. Namun dengan
membuat perjanjian perkawinan suami dan istri bersepakat untuk mengadakan
penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta dalam perkawinan atau harta
kekayaan bersama suami-istri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.

Adapun dengan membuat perjanjian perkawinan, para pihak dalam hal ini suami-istri
yang melangsungkan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas
harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka (suami-istri) dapat saja menentukan, bahwa
di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan
atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam undang-undang
perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak menganut asas percampuran
bulat, karena menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain
Dari keterangan pasal di atas terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama

perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing
kecuali disepakati bersama oleh suami dan/atau istri untuk disatukan dalam harta bersama.

Hal demikian pertimbangan diadakannya perjanjian perkawinan adalah :

1. Dalam perkawinan dengan persatuan harta bulat, agar istri terlindung dari kemungkinan
tindakan suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan atas harta tak bergerak dan harta
bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya
pembatasan yang diperjanjikan oleh istri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai
wewenang penuh bahkan tanpa harus melakukan atau memberikan
pertanggungjawaban atas tindakan- tindakannya atas harta persatuan, dalam persatuan
mana temasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak
istri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindari adanya tindakan atas barang-
barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik istri, yang dianggap oleh istri
dapat merugikan dirinya dapatlah istri memperjanjikan dalam perjanjian perkawinan,
bahwa tanpa persetujuan dari istri suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau
membebani barang-barang tak bergerak si istri serta surat-surat pendaftaran dalam buku
besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri. Jadi
disini yang diperjanjian adalah pembatasan atas wewenang suami.

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah
a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami-istri dalam

perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta bersama atau harta perkawinan,
dengan demikian tetap menjadi harta pribadi dari masing-masing suami atau istri.
Adanya perjanjian perkawinan merupakan perlindungan bagi istri, terhadap
kemungkinan dipertanggungjawab kannya harta tersebut, terhadap utang yang
dibuat oleh suami dan sebaliknya.
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b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta
tersebut. Untuk itu dalam perjanjian perkawinan harus disebut secara tegas. Jadi
yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi.

Berdasarkan manfaat yang diberikan terlihat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah
menghalangi dalam perkawinan akan tetapi justru dapat membantu dalam perkawinan.
Namun agar bermanfaat maka dalam pembautan perjanjian harus sesuai dengan kaidah atau
aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana telah diuraikan sebelumya mengenai syarat
sahnya perjanjian, suatu perjanjian harus dibuat oleh atas dasar kata sepakat dari para pihak
yang membuatnya. Pada perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang, namun
bisa juga terjadi suatu perjanjian dibuat lebih dari dua orang, namun pada perjanjian
perkawinan, yang menjadi para pihak tidak dapat dibuat oleh lebih dari dua orang tersebut.

Dalam perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
diterangkan para pihak yang membuat suatu perjanjian mempunyai kebebasan untuk
menentukan saat berlakunya perjanjian tersebut apakah mulai berlaku sejak saat dibuatnya
perjanjian atau pada suatu waktu tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Akan
tetapi kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tidak terdapat dalam
perjanjian perkawinan, bahkan calon suami istri dilarang untuk menentukan sendiri saat
berlakunya perjanjian perkawinan yang mereka buat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saat berlakunya
perjanjian perkawinan disebutkan adalah sejak perkawinan dilangsungkan, hal itu sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat berlakunya perjanjian perkawinan
diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi: perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat
kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di
hadapan pegawai pencatat nikah.

Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan
dilangsungkan namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung.
Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan
perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang
mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu
perkawinan dilangsungkan, dan apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka tidak ada
harta kekayaan perkawinan yang terbentuk sehingga tidak ada yang diatur oleh perjanjian
perkawinan yang telah dibuat.

Pada umumnya, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat perjanjian
tersebut tanpa dapat menimbulkan kerugian maupun manfaat bagi pihak ketiga (Pasal 1340
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun ternyata perjanjian perkawinan dapat juga
berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam
Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :’ketentuan yang tercantum
dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut
Undang-undang selalu akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan
itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di
Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu
telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan
dimana akta perkawinan dibukukannya.”

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga
berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan
perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan
suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Sebelum berbicara lebih jauh tentang
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pendaftaran perjanjian perkawinan maka terlebih dahulu penulis akan kemukakan tentang

proses pembuatan perjanjian perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Berikut proses

pembuatan perjanjian perkawinan yang umunya dilakukan di masyarakat :

1. Calon suami-istri bersepakat untuk membuat Perjanjian Perkawinan

Sebagaimana yang kita ketahui, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang
akan mengatur tentang harta berama dalam perkawinan, ruhnya atau untuk sebagian,
tidak sehingga untuk membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan atas keinginan
dari calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan apakah mereka akan
membuat perjanjian perkawinan atau tidak. Apabila mereka (calon suami-istri) telah
bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan maka selanjutnya adalah mereka
membuat kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Untuk lebih mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat biasanya kesepakatan terhadap perjanjian perkawinan tersebut
dibuatkan di hadapan Notaris.

2. Menghadap Kedepan Notaris

Para pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan menghadap kepada Notaris,
biasanya Notaris yang berada di wilayah mana mereka akan melangsungkan
perkawinan, dengan mengutarakan maksud mereka untuk membuat akta perjanjian
perkawinan.

Selanjutnya Notaris akan menanyakan harta apa saja yang akan mereka atur dalam
perjanjian perkawinan mereka atau tentang isi dari perjanjian perkawinan yang akan
dibuatkan aktanya tersebut. Karena jika kita melihat ketentuan yang terdapat dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata hanya ada persatuan atau permisahan dari harta
perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
pada Pasal 35 diterangkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama
perkawinan. Jadi dalam menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut calon suami istri dapat
memilih bagaimana kesepakatan yang mereka kehendaki terhadap harta bawaan masing-
masing dan harta bersama dalam perkawinan mereka.

Hal mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut pada dasarnya calon suami-istri yang
akan membuat perjanjian perkawinan bebas untuk menetapkan apa saja yang akan mereka
perjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi mengingat adanya hubungan
atau pertalian dengan berbagai prinsip lainnya, Undang-Undang membatasi pula kebebasan
tersebut. oleh karena itu dalam melakukan penyusunan akta perjanjian perkawinan perlu
diperhatikan hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan seperti berikut :

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (public policy) dan kesusilaan (Moral).
Misalnya: tidak boleh diperjanjikan bahwa istri tidak boleh menuntut perceraian. Seperti
yang diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:
dengan mnegadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak
menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar peraturan
harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib
umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawabh ini.

Pembatasan yang mneyangkut ketertiban umum sebgaiman diterangkan dalam pasal
139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dalam hal ini bersifat memaksa jika
dibandingkan dengan perjanjian biasa mengenai harta kekayaan, hal ini karena hukum harta
perkawinan merupakan hukum yang tidak hanya menyangkut masalah keluarga akan tetapi
juga menyangkut masalah umum.

Setelah ditentukan isinya maka Notaris akan membuatkan akta terhadap perjanjian
perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan
mengikat bagi yang membuatknya vyaitu calon suami istri yang membuat perjanjian
perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon
suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat
agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Pengesahan dari Pengadilan Negeri terhadap perjanjian perkawinan yang didaftarkan
hanya berupa semacam legalisasi atau pemberian tanda mengetahui dari pengadilan berupa
cap/stempel Pengadilan Negeri dan tandatangan pengesahan yang biasanya dari Penitera
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Hukum Perdata serta mencatatkannya dalam Buku Register Perjanjian Perkawinan,
walaupun dalam pelaksanaannya diberikan nomor pendaftaran dan tanda terdaftar dari
Panitera Pengadilan Negeri. Untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri, Dokumen-dokumen yang disyaratkan adalah fotocopy Kartu Tanda
Penduduk calon suami istri, salinan akta perjanjian perkawinan yang bermaterai dan fotocopy
akta. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, petugas Kepaniteraan
Pengadilan Negeri akan mencatat pada Buku Register Perjanjian Perkawinan.

Adapun yang dicatat adalah nama para pihak yang membuat perjanjian perkawinan,
tanggal pendaftaran, tanggal dan nomor akta, judul akta dan hama notaris, dihadapan siapa
para pihak membuat akta tersebut. Pada bagian pinggir kiri halaman pertama salinan akta
perjanjian perkawinan akan dibubuhi tanda yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan
tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tanggal dan nomor pendaftaran
serta biaya pendaftaran, kemudian pada salinan akta tersebut juga dibubuhi cap Pengadilan
Negeri dan tanda tangan Panitera. Salinan akta perjanjian perkawinan yang telah di daftar
tersebut dikembalikan untuk disimpan oleh para pihak yang membuatnya, sedangkan
fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy akta perjanjian perkawinan disimpan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai berkas.

Pendaftaran perjanjian perkawinan umumnya dilakukan oleh Kantor Notaris sebagai
bentuk bantuan kepada Kklien. Ketika calon suami istri datang ke Kantor Notaris dan
mengutarakan maksudnya untuk membuat akta perjanjian perkawinan, maka pegawai Kantor
Notaris akan memberitahu mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dan menawarkan
bantuan untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri. Karena
kesibukan dan keterbatasan waktu dalam mempersiapkan perkawinan, umumnya para klien
akan minta bantuan Kantor Notaris untuk sekalian mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan
yang dibuat di kantor Notaris tersebut. Yang perlu dicermati dari praktik pendaftaran perjanjian
perkawinan adalah mengenai kompetensi relative Pengadilan Negeri dan waktu pendaftaran
perjanjian perkawinan. ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang
menyatakan “.. di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya
perkawinan itu telah dilangsungkan atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri,
dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.” Dari ketentuan di atas dapat
disimpulkan bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan setelah
perkawinan dilangsungkan dan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
perkawinan dilangsungkan.

Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan pada Kantor
Pencatatan Perkawinan

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015: Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam
ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga
perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum
perkawinan (prenuptial agreement), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan
(postnuptial agreement).

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 perjanjian kawin dapat
dibuat pada masa perkawinan. Dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya perjanjian
kawin yang dibuat pada masa perkawinan pada praktiknya berbeda dengan perjanjian kawin
yang dibuat sebelum masa perkawinan.

Perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 cukup menjadi dilema dalam pelaksanaannya, yang
mana dalam pembuatan perjanjian haruslah mendasar pada asas-asas perjanjian agar tidak
ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Pengaturan
mengenai pembuatan perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebenarnya tidak
diatur dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan.
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Oleh karena itu untuk menjamin para pihak yang terikat oleh perjanjian kawin, tidak hanya
suami istri yang terikat perkawinan namun juga pihak ketiga agar tidak dirugikan, sehingga
pengaturan untuk membuat perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan sebagai
berikut :

1. Waktu Pembuatan dan Waktu Berlakunya Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada putusannya, yaitu
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan
atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat
mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau
notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
bersangkutan.” Dengan adanya putusan tersebut perjanjian kawin dapat dibuat pada
waktu, sebelum atau pada masa perkawinan telah berlangsung, yang mana dapat
ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian kawin yang dibuat pasangan yang
bersangkutan. Dan dalam hal ini pejabat yang berwenang mengesahkan yaitu, pegawai
pencatat perkawinan atau notaris. Sehingga ketika perjanjian kawin tersebut dicatatkan,
maka perjanjian kawin tersebut juga mengikat bagi pihak ketiga yang bersangkutan.

Waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan menjadi
problematika pada praktiknya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan “Perjanjian
tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan”. Dalam asumsi waktu berlakunya perjanjian tidak menentu, dapat
berlaku sejak tanggal perjanjian kawin tersebut di sahkannya, atau dapat berlaku sebelum
maupun sesudah perjanjian tersebut disahkan sesuai isi dalam perjanjian kawin yang
dibuat, sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian hukum dalam waktu
berlakunya perjanjian kawin tersebut. Pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “bahwa pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Oleh karena
itu dalam pasal tersebut menjadi dasar bahwa yang mampu memberikan kepastian
hukum tentang waktu berlakunya perjanjian kawin yang dibuat pada masa perkawinan
yaitu pengadilan.

2. Bentuk dan Tahapan Pengesahan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pada Masa Perkawinan

Perjanjian kawin dibuat oleh suami istri untuk mempertahankan dan melindungi
kedudukan hak terhadap harta perkawinan dari para pihak maupun terhadap perikatan
yang terjadi selama perkawinan yang melibatkan pihak ketiga. Pada putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan “Pada
waktu, sebelum dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga bersangkutan”. Perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau Notaris dalam praktiknya “perjanjian kawin yang dibuat pada
masa perkawinan haruslah didahului dengan mengajukan permohonon ke Pengadilan
Negeri yang berwenang untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, barulah ketika
memperoleh penetapan suami istri menghadap pada Notaris untuk membuat akta
perjanjian kawin.”

Pembuatan akta perjanjian kawin yang mendasar pada penetapan pengadilan
menjadi kewenangan Notaris sebagaimana pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, bahwa; Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai
semua perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat yang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian
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daripada itu akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris tersebut didaftarkan pada

instansi yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mencatat.
3. Perubahan Isi Perjanjian Kawin

Perubahan isi dari perjanjian kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015, bersifat ambigu dalam pembatasan melakukan perubahan isi
perjanjian kawin tersebut, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang
Perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu, “Selama
perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau
perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak
ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu
tidak merugikan pihak ketiga.” Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan
dapat membuka celah bagi para pihak yang melangsungkan perjanjian kawin untuk
melakukan itikad tidak baik, sehingga dapat merugikan pihak ketiga yang telah terlibat
dalam ikatan perkawinan dikemudian hari. Oleh sebab itu Isnaeni, menyatakan bahwa,
“Tingkah sejoli yang diberi peluang oleh Mahkamah untuk mempermainkan kepastian
kedudukan hukum harta perkawinan, kian tak terkendali bahkan nyaris ada potensi
pembiaran supaya liar. Kondisi dan situasi yang memberikan arena berkiprahnya keliaran
tak senonoh seperti itu, dapat dipastikan bakal menumbuhkan chaos.” oleh sebab itu
itikad baik dari para pihak sangat diperlukan dalam pembuatan perjanjian kawin, selain
itikad baik dari para pihak, kesepakatan para pihak menjadi salah satu syarat sahnya
perjanjian yang harus terpenuhi.

Sehingga dalam melakukan perubahan terhadap perjanjian kawin yang dapat
dilakukan oleh para pihak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XII/2015 yaitu, dengan kesepakatan dari para pihak yang “bebas serta tidak terdapat
paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga kekhilafan”.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai pencatatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 ayat
(1) UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga
bagi pihak ketiga, maka harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin
dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan
tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Jika
tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang
membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313,
1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana perjanjian
hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Sejak UU Perkawinan tersebut berlaku,
maka pendaftaran/pengesahan/ pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan pada Kantor Pencatatan
Perkawinan

Berbicara tentang akibat hukum, maka kita berbicara tentang dampak yang akan kita
terima. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum
bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang
sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan.

Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Perjanjian kawin antara calon suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29
Undang-Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Tahun 2015 dapat dilaksanakan terutama yang mengatur tentang harta kekayaan, yaitu harta
kekayaan yang perolehannya didapat sebelum perkawinan berlangsung (harta bawaan) dan
harta yang perolehannya didapat selama perkawinan berlangsung (harta bersama), demikian
sebagaimana diatur dalam Bab VIl Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang
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merupakan bentuk pengecualian atas ketentuan tentang percampuran harta sebagaimana

diatur dalam KUH Perdata.”

Sebagai dasar hukum perjanjian kawin, isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan
dimaksud masih bersifat umum (abstrak), hanya memuat pemahaman setara sepintas
mengenai segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali ta’lik talak. KUH Perdata sebagai
dasar hukum perjanjian kawin yang mendahului Undang-Undang Perkawinan telah mengatur
perjanjian itu secara konkrit. Ketentuan dalam KUH Perdata tidak secara tegas dihapus
seluruhnya oleh Undang-Undang Perkawinan kecuali mengenai beberapa hal yang diatur
secara tegas dan perjanjian kawin yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan yaitu perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Ketentuan tentang perjanjian kawin sebagaimana diatur oleh Undang-Undang
Perkawinan hanya diatur dalam satu pasal saja, sehingga para praktisi hukum dalam
praktiknya menganggap ketentuan tersebut kurang, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang
termuat pada KUH Perdata yang mengatur mengenai perjanjian kawin mulai dari Pasal 139
sampai dengan Pasal 185, hingga saat ini masih dinyatakan berlaku.

Dalam permasalahan pertama penelitian tesis ini, menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 Tahun
2015 terkait pengesahan perjanjian kawin yang berbunyi: “Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan atau selama perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dari uraian tersebut di atas, terdapat dua poin penting dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan yaitu:

1. Pertama, “perjanjian kawin harus didaftarkan, demikian guna memenuhi asas publisitas
dari perjanjian kawin. Hal ini bertujuan agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau
isteri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah
dibuat oleh pasangan tersebut. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak didaftarkan, maka
perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga akan tetapi hanya mengikat atau
berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan isteri yang bersangkutan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313, 1314 dan 1340 KUH Perdata, yang
menyatakan perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.”

2. Kedua, terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, maka pendaftaran
atau pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
akan tetapi pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi pasangan yang beragama Islam
pencatatan perjanjian kawin dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk
pasangan non Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat.
Selanjutnya bagaimana akibat hukum pendaftaran perjanjian kawin menurut KUH

Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, dimana terdapat perbedaan terkait dengan
prosedur pendaftaran dan pengesahannya. Perlu diingat bahwa, perjanjian kawin pada
prinsipnya sama dengan perjanjian pada umunya, selama perjanjian itu memenuhi syarat
yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian kawin tersebut adalah sah dan
mengikat kedua belah pihak (suami isteri) yang membuatnya dan sesuai dengan asas
perjanjian terutama asas pacta sunt servanda, dimana perjanjian adalah kontrak dan
mengikat bagi yang membuatnya.Namun karena prosedural pengesahan tidak sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan maka perjanjian yang dibuat lemah
kedudukan hukumnya, dan mudah diingkari oleh pihak yang mempunyai itikad tidak baik.

Ketentuan mengenai isi perjanjian kawin yang hanya didaftarkan di Pengadilan Negeri
sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan hanya berlaku secara intern antara
suami dan isteri. Perjanjian kawin yang telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan
berpengaruh terhadap daya ikat atas perjanjiankawin tersebut kepada pihak ketiga.
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4.
1.

3.

KESIMPULAN

Proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di
Indonesia, pasangan suami yang telah membuat perjanjian perkawinan membawa
persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran (foto copy KTP-el; foto copy
KK, foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan
menunjukkan aslinya; kutipan akta perkawinan suami dan isteri) ke KUA bagi Muslim dan
Dispendukcapil bagi Non Muslim kemudian oleh pejabat yang berwenang membuat
catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta nikah sebagaimana format pada
lampiran Il.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pihak ketiga atas perjanjian
perkawinan yang dibuat pada masa perkawinan, diantaranya: (a) perjanjian perkawinan
seharusnya dibuat dihadapan Notaris; (b) Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan
itikad baik para pihak; (c) Perjanjian perkawinian wajib dicatatkan oleh petugas pencatat
perkawinan.

Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan
perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak,
karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk
pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya
perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
terhadap pihak ketiga.
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